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Abstract. Thel delath pelnalty has beleln a folrm olf punishmelnt sincel ancielnt timels and has belcolmel an 
intelnsel colnvelrsatioln amolng elxpelrts belcausel olf thel colntradictolry valuels helld by its suppolrtelrs and 
olppolnelnts. This study appliels a nolrmativel lelgal relselarch approlach tol asselss thel implelmelntatioln olf 
thel delath pelnalty in colrruptioln casels frolm thel pelrspelctivel olf human rights proltelctioln. In this study, 
thel data analysis melthold useld was qualitativel data analysis with a delscriptivel approlach. Thel usel olf thel 
delath pelnalty as a sanctioln folr colrruptioln is thel molst elxtrelmel folrm olf punishmelnt folr pelrpeltratolrs 
olf such crimels, belcausel it invollvels taking livels as a relsult olf thelir actiolns. Thel applicatioln olf thel delath 
pelnalty is colnsidelreld tol viollatel human rights, as stateld in articlels 28A and 28I olf thel 1945 Colnstitutioln, 
Articlel 4 and Articlel 9 olf Law Nol. 39 olf 1999, and articlel 3 olf thel UDHR. Thel implelmelntatioln olf thel 
delath pelnalty in colrruptioln casels sparkeld delbatel frolm a human rights pelrspelctivel. Solmel arguel that 
such melasurels arel colntrary tol human rights, particularly thel right tol lifel. 
 
Keywords: Death Penalty, Corruption Crimes, Human Rights. 
 
Abstrak. Hukuman mati tellah melnjadi belntuk hukuman seljak zaman kunol dan melnjadi pelrbincangan intelns di 
kalangan para ahli karelna nilai-nilai yang kolntradiktif yang dipelgang ollelh pelndukung dan pelnelntangnya. 
Pelnellitian ini melnelrapkan pelndelkatan pelnellitian hukum nolrmatif untuk melnilai implelmelntasi hukuman mati 
dalam kasus kolrupsi dari pelrspelktif pelrlindungan hak asasi manusia. Dalam pelnellitian ini, meltoldel analisis data 
yang digunakan adalah analisis data kualitatif delngan pelndelkatan delskriptif. Pelnggunaan hukuman mati selbagai 
sanksi untuk tindak pidana kolrupsi melrupakan belntuk hukuman paling elkstrelm bagi pellaku keljahatan telrselbut, 
karelna mellibatkan pelngambilan nyawa selbagai akibat dari pelrbuatan melrelka. Pelnelrapan hukuman mati dianggap 
mellanggar Hak Asasi Manusia, selbagaimana dinyatakan dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, 
Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nol 39 Tahun 1999, selrta pasal 3 DUHAM. Implelmelntasi hukuman mati 
dalam kasus kolrupsi melmicu pelrdelbatan dari pelrspelktif hak asasi manusia. Selbagian belrpelndapat bahwa tindakan 
telrselbut belrtelntangan delngan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. 
 
Kata kunci: : Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi, HAM. 
 
 
1. LATAR BELAKANG 

Tindak pidana kolrupsi dianggap selbagai pellanggaran yang sangat selrius karelna tidak 

hanya belrdampak nelgatif pada keluangan nelgara, teltapi juga belrpoltelnsi melnimbulkan kelrugian 

elkolnolmi bagi masyarakat. Melngingat sifat luar biasa dari keljahatan ini, pelnanganan telrhadap 

tindakan kolrupsi juga pelrlu dilakukan delngan langkah-langkah yang luar biasa. 

Dalam situasi ini, kolrupsi dijellaskan selbagai tindakan kelji atau keljahatan yang melncakup 

praktik suap, kelkurangan molral, pelrilaku amolral, dan keltidakjujuran. Pelrspelktif ini 

melnitikbelratkan pada dimelnsi molral dan eltika dari para pellaku kolrupsi, di mana individu 

delngan nilai molral yang baik tidak akan telrlibat dalam tindakan kolrupsi. Selbaliknya, delfinisi 
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yang dibe lrikan olle lh Andi Hamzah me lnggambarkan kolrupsi selbagai pelrilaku yang ne lgatif, 

te lrcella, amolral, melne lrima suap, atau tindakan yang me lrelndahkan martabat se lrta melnfitnah, 

selrta melnyimpang dari nilai ke lbe lrsihan dan molralitas. 

Melskipun te llah ada be lrbagai usaha untuk me lnanggulangi ko lrupsi, baik mellalui 

pelnggunaan hukuman pidana yang te lgas maupun pe lnguatan pelngawasan di belrbagai lelmbaga 

me llalui pe lndelkatan administratif, nampaknya me ltolde l-meltolde l telrse lbut bellum melncapai 

elfe lktivitas pelnuh dalam melnye lle lsaikan dan me lmbelrantas tindak kolrupsi.1 

Se lcara litelral, kolrupsi melrujuk pada "ke ltidakbaikan, ke llalaian, pelrilaku amolral, tidak 

jujur, suap, kelkurangan mo lral, pe lnyimpangan dari ke lsucian, kata-kata atau pe lrnyataan yang 

me lre lndahkan atau melmfitnah." Asal-usul kata "kolrupsi" belrasal dari bahasa Latin 'colrruptio l,' 

yang be lrarti pelrubahan atau pe lnurunan. Dalam telrje lmahan Black's Law Dictio lnary, kolrupsi 

dapat didelfinisikan se lbagai tindakan yang dilakukan delngan maksud me lmbelrikan ke luntungan 

yang tidak selsuai de lngan ke lwajiban re lsmi dan hak-hak dari pihak lain. Tindakan ini bisa 

dilakukan ollelh peljabat atau individu yang dipe lrcayai, mellanggar hukum, dan se lcara tidak sah 

me lmanfaatkan jabatan atau karakte lrnya de lngan me lngabaikan ke lwajiban dan hak-hak pihak 

lain.2 

Ke ljahatan melrupakan masalah univelrsal yang tidak me lnge lnal batas ne lgara, dan seltiap 

nelgara me lnghadapi tantangan te lrselbut. Kriminalitas tidak hanya me lnimbulkan ke lkhawatiran 

di kalangan masyarakat teltapi juga belrdampak signifikan pada individu, kolmunitas, dan 

pelme lrintah. Be lbe lrapa belntuk keljahatan, selpe lrti ke ljahatan te lrhadap nyawa dan tubuh, ke ljahatan 

te lrhadap prolpelrti (baik de lngan atau tanpa kelke lrasan), dan keljahatan te lrhadap selksualitas, 

dianggap sangat se lrius dan melnjadi folkus pelrhatian dalam siste lm pelradilan pidana. Adalah 

krusial bagi suatu siste lm pe lradilan pidana me lmiliki kapasitas untuk me lngatasi dan me lngurangi 

tingkat ke ljahatan. Pelne lrapan hukuman mati di Indo lne lsia me lmiliki akar dari warisan hukum 

ko llolnial Bellanda dan hingga saat ini be llum melngalami pelrubahan yang belrarti. Me lskipun di 

Bellanda selndiri, praktik hukuman mati sudah dihapuskan. 

Hukuman mati te llah me lnjadi belntuk hukuman se ljak zaman kunol dan melnjadi 

pelrbincangan inte lns di kalangan para ahli karelna nilai-nilai yang kolntradiktif yang dipe lgang 

olle lh pe lndukung dan pe lne lntangnya. Pihak yang me lndukung be lrpe lndapat bahwa hukuman mati 

layak dite lrapkan pada pellaku keljahatan de lngan alasan telrte lntu. Namun, ada ke llo lmpo lk lain 

                                                             
1 Elias Zadrack Leasa, ‘Eksistensi Ancaman Pidana MaƟ Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemik 
Covid-19’, Jurnal Belo, 6.1 (2020), 73–88 <hƩps://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>. 
2 Lenny Husna, ‘TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 
KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAM’, 1–10. 
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yang me lne lntang hukuman mati karelna dianggap se lbagai pe llanggaran te lrhadap hak asasi 

manusia, te lrutama hak untuk hidup, yang diakui se lbagai hak dasar se ltiap individu. Se lbaliknya, 

seljumlah nelgara te llah se lcara belrtahap melnghapuskan hukuman mati, te ltapi di Indolne lsia, 

kelbijakan ini be llum me lngalami pelrkelmbangan polsitif. 

Dalam bagian keldua Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang 

belrjudul "Hukuman," te lrlihat sistelm hukuman pidana yang dite lrapkan di Indo lnelsia. Siste lm ini 

te lrgollolng cukup simpe ll, diuraikan dalam Pasal 10 KUHP, dan me lncakup elmpat je lnis hukuman 

utama, yaitu: (1) hukuman mati, (2) hukuman pe lnjara, (3) hukuman kurungan, dan (4) de lnda. 

Se llain itu, telrdapat tiga je lnis hukuman tambahan, yakni: (a) pe lncabutan hak-hak te lrte lntu, (b) 

pelrampasan barang-barang te lrte lntu, dan (c) pelngumuman putusan hakim. Ke lhandalan sistelm 

ini te lrcelrmin dalam kolnselp bahwa tingkat ke lbe lratan hukuman pada dasarnya dite lntukan ollelh 

tingkat kelparahan tindak pidana.3 

Pe lnelgakan hukum telrhadap tindak pidana kolrupsi di Indolnelsia telrus melnjadi solroltan 

karelna elfe lktivitas sanksi yang dibe lrlakukan ollelh hakim ke lpada pe llaku bellum me lnunjukkan 

dampak yang melmadai dalam upaya me lnce lgah keljadian se lrupa. Melskipun Undang-Undang 

No lmolr 20 Tahun 2001 telntang Pe lmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi tellah melnggantikan 

Undang-Undang Nolmolr 31 Tahun 1999, namun dinilai masih kurang e lfelktif. Ke llelmahan 

utamanya telrle ltak pada Pasal 2 ayat (2) yang melmbe lrikan kelmungkinan pidana mati dalam 

"keladaan te lrte lntu" telrkait delngan tindak pidana ko lrupsi. Ayat (1) dari pasal te lrse lbut 

me lnyatakan bahwa "se ltiap olrang yang se lcara mellawan hukum mellakukan pelrbuatan 

me lmpelrkaya diri se lndiri atau olrang lain atau suatu ko lrpolrasi yang dapat melrugikan ke luangan 

nelgara atau pelrelko lno lmian ne lgara, dikelnai hukuman pe lnjara se lumur hidup atau pelnjara 

minimal 4 (elmpat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun se lrta de lnda minimal Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah)". 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 2 ayat (2) te lrse lbut, hakim me lmiliki we lwe lnang untuk 

me lmbelrlakukan hukuman mati te lrhadap pellaku ko lrupsi dalam situasi darurat atau "ke ladaan 

te lrte lntu." Keladaan te lrte lntu ini me lrujuk pada pelrbuatan kolrupsi te lrhadap dana yang se lme lstinya 

digunakan untuk pelnanganan keladaan darurat, be lncana alam, pe lnanggulangan ke lrusuhan 

so lsial, krisis elko lno lmi dan mo lnelte lr, se lrta upaya pelnanggulangan tindak pidana ko lrupsi. 

                                                             
3 Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, ‘Pidana MaƟ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian 
Teori Zawajir Dan Jawabir)’, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan PoliƟk Hukum, 6.1 (2017), 156–74 
<hƩps://doi.org/10.22373/legiƟmasi.v6i1.1848>. 
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Pe llaksanaan hukuman le lbih be lrat telrhadap pe llaku tindak pidana kolrupsi dalam ke ladaan 

te lrte lntu atau darurat bisa me lnjadi dasar tindakan. Namun, pelnelrapan Pasal 2 ayat (2) ini dalam 

putusan hakim jarang dilakukan kare lna ancaman pidana di dalamnya be lrsifat fakultatif dan 

bukan belrsifat impelratif. Dari pe lrspe lktif pelrlindungan hak asasi manusia te lrkait pelmbe lrian 

hukuman mati ke lpada pe llaku tindak pidana ko lrupsi, se lbagian belsar hakim ce lndelrung 

me llakukan elvaluasi yang lelbih belrfolkus pada aspe lk telks daripada kolnselp, selsuai delngan 

kelte lntuan dalam kolnstitusi dan pelraturan pelrundang-undangan lainnya.4 

Implelme lntasi hukuman mati di be lrbagai nelgara te llah me lnjadi sumbe lr kolntrolve lrsi se ljak 

munculnya buku "Deli Delllitti El Delllel Pelne l" karya Celsare l Be lccaria pada tahun 1764. Pe lngaruh 

karyanya ke lmbali melncuat, te lrutama di antara Pe lrang Dunia I dan II, yang me lnceltuskan 

pelrke lmbangan aliran humanisme l. Intinya, pe lningkatan ke lsadaran akan martabat manusia te llah 

me lmunculkan tuntutan untuk me lngho lrmati hak asasi manusia, te lrutama hak untuk hidup dan 

hak-hak solsial lainnya. Di sisi lain, para relte lnsio lnis yang me lndukung hukuman mati 

belrargume ln bahwa sanksi ini melmiliki dimelnsi transelnde ln, dibangun dari ko lnselp abstrak, yang 

me lmandangnya dari sudut pandang te lo lri absollut delngan unsur pe lmbalasan dan pe lmusnahan. 

Dalam pandangan te lolri absollut, hukuman mati tidak hanya dianggap se lbagai belntuk 

pelmbalasan, teltapi juga se lbagai celrminan dan elksprelsi dari sikap masyarakat telrhadap pe llaku 

keljahatan. Olle lh karelna itu, dalam kolnte lks telo lri absollut, pe lnggunaan hukuman mati dianggap 

selbagai suatu kelbutuhan untuk me lnjaga ke lselimbangan dalam ke lte lrtiban hukum. Di pihak lain, 

kellolmpo lk Abollisiolnis yang melne lntang hukuman mati be lrpe lndapat bahwa nelgara tidak 

me lmiliki hak untuk me lngambil nyawa se lse lo lrang. Ge lrakan abollisio lnis ini te llah melmbe lrikan 

dampak belsar, melndo lrolng banyak nelgara untuk melngurangi je lnis ke ljahatan yang dapat dike lnai 

hukuman mati. 

Saat ini, telrjadi pelrde lbatan yang melmpollarisasi melnge lnai pelne lrapan hukuman mati di 

Indolne lsia, telrutama te lrkait de lngan e lkse lkusi mati telrhadap pellaku tindak pidana narko lba yang 

me lnjadi folkus pelrhatian. Pe lndapat masyarakat telrbagi antara yang melndukung dan me lne lntang 

hukuman mati ini. Argume lntasi yang disampaikan olle lh keldua kubu didasarkan pada be lrbagai 

pelrspe lktif, te lrmasuk aspe lk agama, hak asasi manusia, hukum, dime lnsi so lsial budaya, dan 

prinsip-prinsip yang dianut o llelh suatu nelgara.5 

 

                                                             
4 Arianus Harefa, ‘ProblemaƟka Penegakan Hukum Pidana MaƟ Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam PerspekƟf 
Perlindungan HAM’, Jurnal Panah Keadilan, 1.2 (2022), 99–116. 
5 Auliah Andika Rukman, ‘Pidana MaƟ DiƟnjau Dari PrespekƟf Sosiologis Dan Penegakan HAM’, Equilibrium: 
Jurnal Pendidikan, 4.1 (2017), 115–24 <hƩps://doi.org/10.26618/equilibrium.v4i1.493>. 
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2. METODE PENELITIAN 

Pe lnellitian ini melne lrapkan pe lnde lkatan pelne llitian hukum nolrmatif untuk melnilai 

implelmelntasi hukuman mati dalam kasus ko lrupsi dari pe lrspe lktif pelrlindungan hak asasi 

manusia. Tujuan pe lne llitian ini adalah me lnginte lgrasikan info lrmasi yang te lrungkap dalam 

kelputusan hakim (das sain) de lngan kelte lntuan hukum yang belnar-be lnar dilanggar o lle lh pe llaku 

ko lrupsi (das sollleln) be lrdasarkan pe lraturan pelrundang-undangan. Se llain itu, pelne llitian ini juga 

me lrujuk pada telolri hukum lain yang me lndukung pe lmahaman te lrhadap isu yang seldang 

disellidiki.6 Dalam pe lne llitian ini, me ltoldel analisis data yang digunakan adalah analisis data 

kualitatif de lngan pe lndelkatan delskriptif. Tahapan prolselsnya melncakup pelngumpulan data 

selbagai langkah awal, diikuti de lngan pelnyusunan, pe lnge llolmpo lkan, dan analisis data se lcara 

delskriptif, lolgis, selrta siste lmatis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penegakan Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi 

Pe lnggunaan hukuman mati se lbagai sanksi untuk tindak pidana ko lrupsi me lrupakan 

belntuk hukuman paling e lkstre lm bagi pe llaku keljahatan telrselbut, karelna me llibatkan 

pelngambilan nyawa se lbagai akibat dari pelrbuatan melre lka. De lngan pelrke lmbangan pe lmahaman 

te lrhadap Hak Asasi Manusia (HAM), pe lnelrapan hukuman mati melnjadi ko lntrolve lrsial. 

Walaupun be lgitu, di Indo lnelsia, hukuman mati masih diakui se lcara hukum dan dije llaskan 

dalam Pasal 10 Buku 1 KUHP se lbagai belntuk pidana polko lk yang be lrlaku se lcara umum, 

belrlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP, ke lcuali ada pe lraturan 

yang me lnyatakan selbaliknya. 

Co lntolh kolnkre lt dari tindak pidana yang dapat me lnye lbabkan hukuman mati be lrdasarkan 

KUHP adalah pe lmbunuhan be lre lncana selbagaimana dije llaskan dalam Pasal 340 KUHP. Se llain 

itu, be lbelrapa tindak pidana te lrtelntu yang me lngancam de lngan hukuman mati diatur o lle lh 

Undang-Undang Tipiko lr. Le lgitimasi hukuman mati dipe lrkuat ollelh kelputusan Mahkamah 

Ko lnstitusi (MK) No lmolr 2-3/PUU-V/2007 yang me lne lgaskan bahwa hukuman mati se lsuai 

delngan UUD 1945. Me lskipun se lcara intelrnasiolnal, telrdapat treln untuk melnghapuskan 

hukuman mati. 

Melskipun delmikian, pelnelrapan hukuman mati masih melmungkinkan untuk tindak 

pidana yang dianggap selbagai "ke ljahatan paling selrius". Aturan intelrnasiolnal telrkait hukuman 

                                                             
6 Arianus Harefa., Op. cit., hlm. 106-107 
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mati dijellaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Inte lrnatiolnal Colve lnant oln Civil and Po llitical Rights 

(ICCPR), yang me lne lgaskan hak asasi seltiap individu untuk hidup yang harus dilindungi o llelh 

hukum. Namun, ayat 2 me lnyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan jika dianggap 

selbagai keljahatan yang se lrius. Kelte lntuan inte lrnasiolnal lainnya yang re llelvan delngan 

implelmelntasi hukuman mati dapat dite lmukan dalam Pasal 3 Delklarasi Hak Asasi Manusia, 

yang me lne lgaskan hak seltiap individu untuk hidup, ke lbelbasan, dan kelamanan. Pe lnafsiran 

argume ln a colntrariol dari pasal te lrse lbut me lnunjukkan bahwa pidana mati, yang me lngakibatkan 

kelhilangan nyawa pe llaku keljahatan, tidak selsuai delngan substansi pasal te lrse lbut. Melskipun 

ICCPR tidak me lmbelrikan indikatolr spelsifik untuk makna "se lrio lus crime l," Pelmbukaan 

Ko lnve lnsi PBB Me lne lntang Kolrupsi tahun 2003 (UNCAC) me lnyatakan bahwa kolrupsi 

dianggap se lbagai pelrmasalahan yang selrius. 

Telrle lbih lagi, be lrdasarkan pelrtimbangan UU Tipiko lr, diungkapkan bahwa tindak pidana 

ko lrupsi, yang te llah me lrajalella, tidak hanya me lnimbulkan ke lrugian finansial bagi ne lgara, 

me llainkan juga me lrupakan pe llanggaran te lrhadap hak solsial dan elko lno lmi masyarakat selcara 

umum. Ollelh karelna itu, pelrlunya pelnanggulangan tindak pidana ko lrupsi dianggap selbagai 

kelharusan yang me lmbutuhkan tindakan luar biasa. De lngan delmikian, pellaksanaan hukuman 

mati masih me lnjadi olpsi untuk pellaku kolrupsi se lsuai de lngan ke lte lntuan baik pada tingkat 

intelrnasiolnal maupun nasio lnal. Me lskipun te lrdapat pe lrbe ldaan pandangan me lnge lnai pelne lrapan 

hukuman mati bagi te lrpidana, dimana belbe lrapa melndukungnya dan yang lainnya tidak, para 

pelndukung hukuman mati me lmbelrikan be lrbagai alasan, selpe lrti: (a) dianggap le lbih elfe lktif 

dalam melncelgah te lrjadinya ke ljahatan, khususnya dalam kasus pe lmbunuhan; (b) dianggap 

le lbih elfisieln selcara elko lno lmis dibandingkan delngan hukuman lainnya; (c) dianggap se lbagai 

langkah pe lncelgahan telrhadap polte lnsi pe lmbalasan dari masyarakat te lrhadap te lrpidana; (d) 

dianggap melmiliki ke lpastian dalam pelmbelriannya. 

De lngan melnelrapkan hukuman mati, tujuannya adalah me lnciptakan elfe lk je lra bagi para 

pellaku tindak pidana dan caloln pe llaku tindak pidana. Ko lnselp pelmidanaan yang me lnge ljar elfelk 

je lra telrcelrmin dalam Pelnjellasan Undang-Undang Pe lncucian Uang. Untuk me lncapai tujuan 

pelncelgahan dan pe lmbelrantasan tindak pidana kolrupsi yang le lbih elfe lktif, undang-undang ini 

me lngadolpsi kelte lntuan pidana yang be lrbelda delngan pe lraturan se lbe llumnya. Ini telrmasuk 

pelne ltapan ancaman pidana minimum yang spe lsifik, pelningkatan pidana delnda, dan pelmbe lrian 

ancaman pidana mati se lbagai belntuk hukuman yang le lbih belrat. 

Bagi melre lka yang tidak seltuju de lngan hukuman mati, me lre lka melmbe lrikan seljumlah 

alasan, yaitu: (a) Pe lmbe lrian hukuman mati dapat me lnye lbabkan keltidakadilan, karelna 

keljahatan tidak hanya me lnjadi isu hukum pidana, te ltapi belrsifat solsio llolgis yang telrkait delngan 
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elko lno lmi, pollitik, dan psiko llolgis; (b) Hukuman mati be lrte lntangan delngan hak untuk hidup; (c) 

Sistelm pe lradilan pidana tidak selmpurna; (d) Hukuman mati tidak dapat me lnghe lntikan 

keljahatan dan tidak me lnciptakan elfelk jelra; (el) Altelrnatif pelmidanaan yang tidak 

me lnghilangkan nyawa te lrpidana dan belrsifat be lrat dapat diakui dan pe lrlu diso lsialisasikan; (f) 

Hukuman mati tidak se ljalan de lngan tujuan pelmidanaan yang melncakup pelmasyarakatan 

(pe lndidikan dan relso lsialisasi narapidana). 

Dalam kolntelks tujuan pe lmidanaan, te lrdapat ko lnse lp pe lncelgahan yang diimple lmelntasikan 

me llalui pe lncelgahan umum (alge lmeln prelve lntiel thelo lrie ln) dan pe lncelgahan khusus (bijzo lnde lrel 

pre lve lntie l the lolrie ln). Pelnce lgahan umum be lrtujuan me lmbelrikan elfe lk je lra kelpada olrang lain di 

luar pe llaku agar tidak me llakukan ke ljahatan. Selme lntara pelncelgahan khusus dimaksudkan agar 

pellaku me lnjadi jelra dan tidak me lngulangi tindak pidana. Pe lmbelrian hukuman mati ke lpada 

pellaku tindak pidana pada dasarnya hanya me lncapai pe lncelgahan umum. Pelncelgahan khusus 

tidak dapat te lrwujud kare lna pellaku dihukum mati. Pe lmbe lrian hukuman mati me llibatkan isu 

hak hidup, yang me lrupakan Hak Asasi Manusia.7 

 

Keberadaan Hukuman Mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

Se lbagai upaya dalam me llawan tindak pidana kolrupsi yang dianggap se lbagai ke ljahatan 

yang luar biasa, pe lmbuat undang-undang me lrumuskan be lbelrapa elle lmeln kunci selbagai alat 

untuk melnangkap pellaku dan melnciptakan elfe lk jelra, telrmasuk asas pe lmbuktian telrbalik dan 

sanksi belrat, se lpelrti hukuman mati. Pe lneltapan pasal-pasal yang be lrkaitan delngan ke ldua aspelk 

ini didasarkan pada pe lrtimbangan dan moltivasi untuk me lmbelrantas tindak pidana kolrupsi. 

Melskipun te llah ada folrmulasi ke lbijakan, pellaksanaannya tidak kolnsiste ln. Misalnya, asas 

pelmbuktian telrbalik jarang ditelrapkan dalam pe lrsidangan tindak pidana ko lrupsi, dan hakim 

ce lndelrung e lnggan melnjatuhkan hukuman mati kelpada pellaku, me lskipun tindak pidana telrselbut 

selcara jellas melrugikan nelgara dalam skala be lsar, de lngan ke lrugian miliaran atau bahkan 

triliunan rupiah, dan be lrdampak buruk pada banyak masyarakat yang ke lhilangan pe lluang untuk 

me lningkatkan kelseljahtelraan akibat dari tindak pidana te lrse lbut. Melnurut Busyro l Muqo ldas, 

Ke ltua Ko lmisi Yudisial, ada tiga krite lria utama yang dapat me lnye lbabkan selo lrang pellaku tindak 

pidana ko lrupsi me lnjadi caloln untuk dihukum mati: 

                                                             
7 Roby Satya Nugraha, ‘Penjatuhan Hukuman MaƟ Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 2 
Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Studu Kasus Korupsi Bnatuan 
Sosial Covid-19 Menteri Juliari Batubara)’, PALAR (Pakuan Law Review), 6.2 (2020), 59–73 
<hƩps://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>. 
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1. Jumlah uang ne lgara yang telrlibat dalam kolrupsi me llelbihi Rp 100 miliar dan te llah 

se lcara masif melrugikan masyarakat; 

2. Pe llaku tindak pidana kolrupsi te lrselbut me lnduduki jabatan se lbagai pe ljabat ne lgara; 

3. Pe llaku kolrupsi tellah mellakukan tindakan ko lrupsi se lcara be lrulang-ulang. 

Salah satu fakto lr yang me lnye lbabkan ancaman pidana mati tidak dite lrapkan pada pe llaku 

ko lrupsi adalah adanya pe lrsyaratan "ke ladaan telrte lntu" dalam Pasal 2 ayat (2). Ko lnse lp "keladaan 

te lrte lntu" dalam pe lnje llasan Pasal ini melrujuk pada pelningkatan hukuman bagi pe llaku tindak 

pidana kolrupsi dalam situasi ke ltika nelgara be lrada dalam ancaman se lrius selsuai delngan 

pelraturan yang belrlaku, telrjadi belncana alam nasio lnal, ada pe lngulangan tindak pidana kolrupsi, 

atau pada saat nelgara melnghadapi krisis e lko lno lmi dan molne lte lr. 

Artidjo l Alkolstar me lre lspoln pandangan te lrse lbut de lngan me lngkritik bahwa aturan 

me lnge lnai kolrupsi yang dilakukan dalam kolndisi nelgara dalam bahaya, belncana alam nasiolnal, 

pelngulangan tindak pidana kolrupsi, atau ne lgara dalam krisis elko lno lmi dan mo lneltelr, mungkin 

dapat me lnciptakan kolntradiksi de lngan upaya pelmbelrantasan kolrupsi kare lna parameltelr yang 

digunakan tidak jellas. Pandangan ini telntu dapat dipe lrtanyakan, me lngingat tanggung jawab 

hakim untuk belrtindak kre latif selsuai de lngan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No lmo lr 48 Tahun 

2009 telntang Ke lkuasaan Ke lhakiman, yang me lme lrintahkan hakim untuk me lnggali, me lngikuti, 

dan me lmahami nilai-nilai hukum se lrta rasa keladilan yang belrlaku dalam masyarakat. 

Kare lna itu, keltidakje llasan me lnge lnai parameltelr-parameltelr telrselbut, selbagaimana 

diselbutkan se lbellumnya, tidak dapat dijadikan alasan utama me lngapa hukuman mati be llum 

ditelrapkan bagi pellaku kolrupsi di Indolnelsia hingga saat ini. Hukuman paling be lrat yang pelrnah 

dijatuhkan telrhadap kolrupto lr di Indo lne lsia adalah hukuman se lumur hidup, colntolhnya dalam 

kasus Dicky Iskandar Dinata yang telrbukti mellakukan tindak pidana kolrupsi selcara belrulang, 

te lrkait de lngan kasus Bank Duta dan Bank BNI.8 

 

Polemik Penerapan Hukuman Mati dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi dari 

Perspektif Hak Asasi Manusia. 

Pe lnelrapan hukuman mati dianggap me llanggar Hak Asasi Manusia, selbagaimana 

dinyatakan dalam pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-

Undang No l 39 Tahun 1999, selrta pasal 3 DUHAM. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 

me lne lgaskan hak seltiap olrang untuk hidup dan me lmpelrtahankan hidupnya. Pasal 28I ayat (1) 

                                                             
8 Elsa R. M. Toule, ‘Eksistensi Ancaman Pidana MaƟ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi’, Jurnal 
Hukum PRIORIS, 3.3 (2016), 103–10 <hƩps://doi.org/10.25105/prio.v3i3.370>. 
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me lnye lbut hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak ke lmelrde lkaan pikiran dan hati nurani, 

hak be lragama, hak tidak dipelrbudak, hak diakui se lbagai pribadi di hadapan hukum, dan hak 

dituntut be lrdasarkan hukum yang be lrlaku surut, selbagai hak asasi manusia yang tidak dapat 

dikurangi dalam ke ladaan apa pun. Walaupun te lrdapat banyak pelndapat yang melndukung atau 

me lne lntang pelne lrapan pidana mati yang be lrtelntangan delngan HAM, para ahli hukum me lnilai 

bahwa "siste lm pelradilan pidana tidak se lmpurna". 

Sistelm pe lradilan pidana masih dianggap me lmiliki seljumlah ke llelmahan, delngan 

kelmungkinan pe lngadilan pidana tidak sellalu me lnghasilkan ke lputusan yang be lnar dan dapat 

me lnye lbabkan hukuman te lrhadap individu yang se lbe lnarnya tidak belrsalah. Bahkan jika 

selse lolrang dielkselkusi dan kelmudian te lrbukti tidak be lrsalah, nyawanya tidak dapat 

dike lmbalikan. Be lbe lrapa o lrang melne lntang hukuman mati dan be lrpe lndapat bahwa hak untuk 

hidup harus dilindungi. Namun, pandangan ini hanya me lmpe lrtimbangkan hak hidup pe llaku 

keljahatan dan tidak me lmpe lrhitungkan hak ko lrban ke ljahatan. Dari pe lrspe lktif lain, ada 

masyarakat yang me lnganggap hukuman mati se lbagai olpsi yang te lpat untuk pellaku tindak 

pidana kolrupsi, karelna diyakini dapat me lnciptakan e lfelk jelra yang me lncelgah telrjadinya 

keljahatan selrupa di masa delpan. Dalam kolnte lks ini, dapat disimpulkan bahwa se ltiap individu 

harus dilindungi se lbagai subye lk hukum dan melmiliki martabat selbagai manusia, tanpa 

me lmandang pandangan yang dianut olle lh masyarakat. 

Pe lnelrapan hukuman mati te lrhadap warga nelgara ollelh ne lgara dianggap se lbagai langkah 

ko lnkre lt dalam melnjaga ke lse limbangan dan me llindungi hak hidup masyarakat. Se lo lrang ahli dari 

fakultas UI melnyatakan bahwa pe lmbelrian hukuman mati ke lpada se lse lo lrang diselbabkan ollelh 

pellanggaran hak asasi individu lain dalam pe lnggunaan haknya. Dalam ke lrangka ini, pelne lrapan 

hukuman mati belrtujuan untuk me lnciptakan elfelk je lra dan melnce lgah telrulangnya keljadian 

selrupa. Dalam ke lhidupan masyarakat, se lring kali kita melnde lngar bahwa pellaku pe lmbunuhan 

atau pelnge ldar narkoltika yang pe lrnah dihukum ce lnde lrung me llakukan tindakan yang sama. 

Melskipun delmikian, pelrlu diakui bahwa ada individu yang be lrhasil ke lmbali ke l masyarakat dan 

me lnunjukkan pe lrilaku polsitif se ltellah melnjalani hukuman pe lnjara. Pelnting untuk melmbe lrikan 

pelrhatian khusus pada pe llaksanaan elkselkusi dalam melnangani kasus pidana mati o llelh 

pelme lrintah untuk melmbe lrikan kelpastian ke lpada para pe llaku me lnge lnai pellaksanaan e lkse lkusi. 

O llelh karelna itu, melmpe lrtimbangkan kolrban yang kelhilangan hak hidup ollelh tindakan 

pellaku dan poltelnsi hilangnya hak hidup melnjadi faktolr pelnting dalam me lne lntukan apakah 

hukuman mati me lmiliki dampak atau bahkan be lrte lntangan de lngan Hak Asasi Manusia. 

Namun, dalam kolnte lks kelte lrtiban hukum atau aturan yang dise lpakati ollelh suatu le lmbaga dan 

diwajibkan olle lh selluruh masyarakat, individu yang dianggap me llanggar HAM atau me llakukan 
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tindak pidana harus dihukum be lrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan yang be lrlaku. Pidana 

mati diatur olle lh Undang-Undang Pe lrlindungan Hak Asasi Manusia. Pasal 36 dan 37 Undang-

Undang No lmolr 26 Tahun 2006 te lntang pelngadilan HAM melnyatakan bahwa hukuman mati 

tidak mellanggar Hak Asasi Manusia. Pe lne lrapan hukuman mati hanya be lrlaku untuk belbe lrapa 

je lnis ke ljahatan, se lpelrti keljahatan ge lno lsida dan keljahatan telrhadap ke lmanusiaan, se lsuai delngan 

undang-undang telrse lbut. 

Pe lrbuatan keljahatan ge lno lsida melngacu pada tindakan yang sangat kelji dan tidak 

manusiawi yang belrtujuan untuk melnghapuskan se lluruh atau se lbagian dari suatu bangsa, ras, 

kellolmpo lk eltnis, atau kellolmpo lk agama delngan meltoldel yang me lncakup pe lmbunuhan 

anggoltanya dan me lnimbulkan pelnde lritaan fisik dan me lntal yang parah pada ke llolmpo lk yang 

dijadikan sasaran. Se llain itu, ke ljahatan ge lno lsida juga dapat me lrusak kolndisi ke lhidupan 

masyarakat selcara fisik dan melntal, te lrmasuk upaya untuk melngurangi angka ke llahiran dalam 

kellolmpo lk atau masyarakat, atau me lmaksa pelmindahan anak-anak dari satu ke llo lmpo lk kel 

kellolmpo lk lain. 

Ke ljahatan te lrhadap ke lmanusiaan me lrujuk pada pelrbuatan yang dilakukan de lngan 

maksud mellaksanakan tindakan yang me llibatkan skala luas dan telre lncana se lpe lnuhnya, yang 

selcara langsung ditujukan ke lpada pelnduduk sipil atau ke llolmpo lk te lrte lntu. Pelngaturan dalam 

undang-undang pe lradilan Hak Asasi Manusia, yang dihasilkan o llelh pe lmbuat undang-undang, 

dapat diintelrpreltasikan dalam ko lntelks pe lrlindungan hak-hak hidup, me lskipun bellum telntu 

me lnghindari kelmungkinan pe lne lrapan hukuman mati. Jika dite llaah selcara melndalam, telrdapat 

ko lnflik nolrma antara Undang-Undang No lmo lr 39 Tahun 1999 te lntang HAM dan Undang-

Undang Nolmolr 26 Tahun 2006 te lntang pelradilan HAM. Undang-Undang No lmolr 39 Tahun 

1999 tidak me lndukung pelne lrapan hukuman mati kare lna dianggap belrte lntangan delngan 

undang-undang te lrselbut, selmelntara Undang-Undang No lmo lr 26 Tahun 2006 me lmbe lrikan 

kelmungkinan untuk me lne lrapkan pidana mati. 

Belrdasarkan prinsip le lx po lste lrio lri de lrolgate l lelgi ante lrio lri yang melnyatakan bahwa 

pelraturan yang belrlaku ke lmudian melnggantikan pelraturan yang ada se lbellumnya, Undang-

Undang No lmolr 39 Tahun 1999 te lntang Hak Asasi Manusia diabaikan olle lh Undang-Undang 

No lmolr 26 Tahun 2006 te lntang Pe lngadilan Hak Asasi Manusia. O llelh karelna itu, dapat 

disimpulkan bahwa pe lnelrapan hukuman mati tidak me llanggar Hak Asasi Manusia kare lna 

Undang-Undang te lntang pelngadilan Hak Asasi Manusia me lncakup ke ltelntuan melnge lnai 

hukuman mati. Dalam ko lnte lks ini, me lmbelrlakukan hukuman mati bagi pellaku tindak pidana 

ko lrupsi tidak dianggap se lbagai pellanggaran Hak Asasi Manusia, dan hukuman mati dianggap 

selbagai alat yang elfe lktif dalam melmbe lrantas kolrupsi hingga akarnya. Dalam kasus ke ljahatan 



Analisis Hukuman Mati dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia 
 

48      Referendum – VOLUME. 2, NOMOR. 1 TAHUN 2025 

 

yang belrsifat luar biasa, dianggap tidak te lpat jika jelnis hukuman yang ditelrapkan tidak be lrsifat 

luar biasa. 

Maka dari itu, pe lnafsiran yang melluas te lrhadap Pasal 28 A UUD 1945 dianggap pe lnting 

untuk me lrumuskan nolrma hukum yang se lsuai delngan pellaksanaan pidana mati. Belbe lrapa 

argume ln yang dapat digunakan untuk me lndukung pidana mati antara lain: 

1. Pidana mati dapat me lnjamin bahwa pe llaku keljahatan tidak akan mellakukan pelrbuatan 

se lrupa. Masyarakat tidak akan telrganggu olle lh pe lrilaku pellaku karelna "mayatnya te llah 

dikuburkan se lhingga tidak ada lagi ancaman dari te lrpidana." 

2. Pidana mati dianggap selbagai alat relprelsif yang sah bagi pe lmelrintah. 

3. Ke lbe lradaan alat re lpre lsif yang sah diharapkan dapat me lnjamin kelpelntingan 

masyarakat, selhingga kelte lnangan dan kelte lrtiban dapat dipe lrtahankan. 

4. Po lin utama adalah bahwa jika elkselkusi pidana mati dilakukan se lcara langsung di 

delpan umum, diharapkan akan muncul rasa takut yang dapat me lncelgah o lrang dari 

mellakukan keljahatan. 

5. De lngan pe lne lrapan pidana mati, diharapkan dapat te lrjadi pelmilahan buatan se lhingga 

masyarakat te lrhindar dari unsur-unsur ke ljahatan dan me lnciptakan ke ltelrtiban.9 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pe lmbe lrian hukuman mati ke lpada pellaku kolrupsi adalah be lntuk hukuman yang sangat 

belrat. Di Indolnelsia, hal ini dije llaskan dalam KUHP dan UU Tipikolr, selrta dilelgitimasi ollelh 

kelputusan Mahkamah Kolnstitusi. Me lskipun se lcara intelrnasiolnal te lrdapat kelcelnde lrungan 

me lnghapuskan hukuman mati, namun masih dapat dite lrapkan pada "ke ljahatan yang paling 

selrius". Pelmbe lrlakuan hukuman mati untuk kasus ko lrupsi masih me lmungkinkan se lsuai delngan 

re lgulasi inte lrnasiolnal dan nasiolnal. Pelndukung hukuman mati be lrpe lndapat bahwa ini le lbih 

elfe lktif, e lko lno lmis, dan dapat me lncelgah delndam publik. Di sisi lain, para kritikus be lrpe lndapat 

bahwa ini dapat melnghasilkan ke ltidakadilan, belrte lntangan delngan hak untuk hidup, dan tidak 

elfe lktif dalam melncelgah keljahatan. 

Melskipun Undang-Undang Pe lmbelrantasan Tindak Pidana Ko lrupsi me lncantumkan 

hukuman mati se lbagai ancaman bagi pe llaku, namun pelne lrapannya jarang dilakukan. Fo lrmulasi 

kelbijakan pada pasal-pasal te lrse lbut belrtujuan untuk me lmbelrantas kolrupsi, te ltapi hakim 

ce lndelrung e lnggan melne lrapkan hukuman mati. Ko lndisi yang me lmbingungkan te lrkait krite lria 

                                                             
9 M R W Syahputra and others, ‘Kontroversi Penerapan Hukuman MaƟ Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Dan 
Tantangan Terhadap Eksistensi Hak Asasi Manusia Serta Ekstradisi Di Indonesia’, … AnƟ Korupsi, 13.1 (2023), 
59–71 <hƩps://doi.org/10.19184/jak.>. 
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pelne lrapan hukuman mati me lnciptakan ke ltidakpastian dalam imple lme lntasinya. Hukuman 

te lrbe lrat yang pe lrnah dijatuhkan ke lpada pellaku kolrupsi di Indo lnelsia adalah hukuman se lumur 

hidup. 

Implelme lntasi hukuman mati dalam kasus ko lrupsi me lmicu pe lrde lbatan dari pe lrspe lktif hak 

asasi manusia. Selbagian belrpe lndapat bahwa tindakan te lrse lbut be lrtelntangan de lngan hak asasi 

manusia, khususnya hak untuk hidup. Me lskipun be lgitu, ada juga pandangan yang melnyatakan 

bahwa pelne lrapan hukuman mati dapat dianggap se lsuai untuk pellaku ke ljahatan kolrupsi kare lna 

diyakini dapat melnciptakan e lfelk jelra. Pelmbe lrian hukuman mati dianggap se lbagai langkah 

ko lnkre lt dari ne lgara untuk melmbella hak hidup masyarakat. Me lskipun ada pandangan te lrse lbut, 

dijellaskan bahwa hukuman mati tidak me lnyalahi hak asasi manusia me lnurut re lgulasi 

Pe lngadilan Hak Asasi Manusia, dan bahkan dianggap se lbagai alat yang elfe lktif dalam 

me lmelrangi ko lrupsi. 

Pe lmbe lrlakuan hukuman mati dianggap se lbagai alat relpre lsif yang sah bagi pelme lrintah, 

delngan harapan dapat me lnimbulkan rasa takut dan me lncelgah olrang lain dari mellakukan 

keljahatan. Melskipun delmikian, ada pelndapat yang me lnyatakan bahwa sistelm pelradilan pidana 

tidaklah se lmpurna dan telrdapat kelmungkinan bahwa individu yang tidak be lrsalah ikut 

dihukum. Hukuman mati me lrupakan isu yang kolmple lks, melme lrlukan inte lrpre ltasi dan 

pelrtimbangan yang me lndalam te lrkait dampaknya te lrhadap hak asasi manusia dan masyarakat. 
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